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BUPATI SUKAMARA 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

 PERATURAN BUPATI SUKAMARA 
NOMOR 37 TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUKAMARA, 
  

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah 

Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu 

ditetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai 

landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito 

Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4180);  

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

SALINAN 
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  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), 

sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6396); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Nergeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 

 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);  

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 655); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara 

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukamara Nomor 49); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara 

Nomor 49); 
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 

2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara 
Nomor 70); 

30. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 11); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2020. 
 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar              
Rp. 722.701.285.289,84 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah: 

1. Pendapatan Asli Daerah Rp     45.009.215.051,00 

2. Dana Perimbangan Rp   568.476.077.000,00 

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp     96.110.634.166,61 

   Jumlah Pendapatan Rp   709.595.926.217,61 
 

b. Belanja Daerah 

1. Belanja Tidak Langsung  

a) Belanja Pegawai Rp   199.696.459.478,57 

b) Belanja Subsidi Rp          800.000.000,00           

c) Belanja Hibah Rp     16.820.263.000,00 

d) Belanja Bantuan Sosial Rp          496.000.000,00 

e) Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota 
   dan Pemerintah desa Rp          911.376.826,20 

f) Belanja Bantuan Keuangan Kepada  
Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa Rp     86.370.787.576,00  

g) Belanja Tidak Terduga Rp       1.200.362.597,80  

   Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp   306.295.249.478,57 

2. Belanja Langsung   

a) Belanja Pegawai Rp     69.655.083.663,25 

b) Belanja Barang dan Jasa Rp   162.781.207.776,02 

c) Belanja Modal Rp   183.969.744.372,00 

   Jumlah Belanja Langsung Rp   416.406.035.811,27 

   Jumlah Belanja Daerah Rp   722.701.285.289,84 

   Surplus/(Defisit) Rp   (13.105.359.072,23) 
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c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp     28.712.859.072,23  

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp     15.607.500.000,00  

  Jumlah Pembiayaan Netto Rp     13.105.359.072,23 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

  Tahun Berkenaan (SILPA) Rp                           0,00 

 

Pasal 2 
 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 3 

 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 4 

 
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan 

lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 
Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara. 
 

  Ditetapkan di Sukamara 

  pada tanggal 27 Desember 2019 

  BUPATI SUKAMARA, 

 

     

 Ttd 
 

      WINDU SUBAGIO 

 
Diundangkan di Sukamara 

pada tanggal 27 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKAMARA, 

 

 
          Ttd 

 

SUTRISNO 

 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 NOMOR 38 


